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Abstract

Indonesia, as a nation with a Muslin-majority  population,
presents its own dynamics in the development of national law. This
article aims to analyze the processes of transformation and
integration of Islamic law into Indonesia’s national legal system
from both historical and contemporary perspectives. Employing
historical, normative, and sociological approaches, this study traces
the trajectory of Islamic law from the era of Islamic kingdoms in
the archipelago and the colonial period to its institutionalization in
the modern national legal framework through regulations such as
the 1974 Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and
the recognition of Sharia in Aceh. The findings indicate that
Islamic law functions not only as a cultural and religions legacy but
also as a normative pillar that strengthens the national legal
system. 11s integration has occurred through legislative channels, the
religious court system, and public policies that are harmonized with
the values of Pancasila and the Constitution. Nevertheless, this
process continues to face challenges, particularly in reconciling
Sharia-based norms with principles of human rights and gender
equality. This article underscores the need for a contextual figh
approach and the application of maqasid al-shari‘abh so that
Islamic law may serve as an instrument of substantive justice that
is adaptable to Indonesia’s legal and social pluralism.

Keywords: Transformation of Islamic Law; Indonesian Legal
Pluralism; Contextual Figh; Integration of Sharia into the
National 1.egal System.

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami dinamika sosial dan hukum

yang semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan penerapan nilai-nilai Islam di

ruang publik. Fenomena seperti penerapan ganun di Aceh, lahirnya perda berbasis

syariah di berbagai daerah, serta penguatan lembaga ekonomi syariah menunjukkan

semakin besarnya peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Namun, di sisi lain,

muncul pula perdebatan publik terkait batas penerapan syariah dalam negara Pancasila,

terutama dalam isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama.
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Fenomena ini memperlihatkan adanya dialektika antara aspirasi keagamaan dan prinsip
konstitusional yang menuntut sistem hukum yang inklusif dan adaptif. (Mayani, 2013).
Meskipun bersifat tetap karena bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, hukum Islam
memiliki sifat fleksibel sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, perubahan
sosial, dan struktur masyarakat (Makmun et al., 2022). Fleksibilitas ini menjadikan
hukum Islam relevan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, baik secara
individual maupun kolektif.

Dalam literatur Al-Qur’an dan hukum Islam, istilah “syariah” lebih sering
dimaknai sebagai jalan hidup atau petunjuk Tuhan (syirath), figih (pemahaman hukum),
dan hukum Allah, tanpa secara eksplisit menyebut istilah "Syariah Islam" sebagai suatu
konsep utuh. Istilah "hukum Islam" sendiri merupakan padanan dari "Islamic law"
dalam terminologi Barat (Mardani, 2015). Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari
bahasa Arab "hakama—yahkumu" yang berarti menetapkan atau memutuskan sesuatu.
Bentuk pluralnya adalah "ahkam", sedangkan "al-hakma" bermakna kebijaksanaan atau
keputusan adil (Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, 2023).

Keberadaan hukum Islam di Indonesia bukanlah fenomena asing. Sejak abad ke-7
atau ke-8 Masehi, hukum Islam telah masuk melalui jalur perdagangan dan akulturasi
budaya, serta menyatu secara organik dengan norma dan adat lokal, sebelum tergeser
oleh sistem hukum kolonial pada masa penjajahan (Karman, 2021). Pasca kemerdekaan,
revitalisasi hukum Islam kembali mencuat dengan lahirnya kebijakan seperti Undang-
Undang Perkawinan Tahun 1974 dan pengakuan formal syariah di Aceh yang menjadi
tonggak penting pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam (Lufaefi, 2019 ;
Faisal, 2023).

Seiring waktu, hukum Islam di Indonesia berkembang dalam struktur hukum
nasional yang pluralistik, berdampingan dengan hukum adat dan sistem hukum warisan
kolonial. Interaksi antara hukum Islam dan kerangka hukum nasional membentuk
hubungan dialektik yang memperkaya khasanah hukum Indonesia (Satib et al., 2023 ;
Rokhmad, 2021). Keterlibatan institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
harmonisasi prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan publik turut memperkuat posisi
hukum Islam dalam bidang keuangan syariah, perbankan, dan tata kelola sosial
(Widiyono, 2024 ; Budiman, 2021).

Namun, di balik dinamika tersebut, muncul berbagai tantangan, terutama dalam
menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM)

modern, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap
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minoritas (Mutawali, 2021 ; Karimullah, 2022 ; Huda et al., 2024). Terdapat kebutuhan
akan pendekatan interpretatif yang progresif untuk membangun sintesis antara keadilan
substansial dalam Islam dengan nilai-nilai keadilan universal (Siroj et al., 2023 ; Fauzi et
al., 2023).

Dalam konteks ini, muncul pendekatan figh Indonesia yang dikembangkan oleh
tokoh seperti Hasbi Ash-Shiddieqie. Pendekatan ini menggambarkan upaya sistematis
untuk merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap realitas lokal, serta tetap
menjunjung maqasid syariah—tujuan utama syariah—sebagai basis etika dan hukum
(Ma’arif, 2015). Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai teks
normatif, tetapi juga sebagai perangkat transformatif yang dapat menjawab tantangan
zaman, termasuk di era disrupsi digital dan masyarakat 5.0.

Dengan demikian, penting untuk melihat hukum Islam di Indonesia sebagai
entitas yang hidup dan terus berkembang, bukan sebagai sistem yang statis. Penelitian ini
menawarkan kontribusi terhadap wacana pengembangan hukum Islam yang inklusif,
kontekstual, dan relevan dalam membangun identitas hukum nasional. Research gap
yang diangkat terletak pada perlunya integrasi menyeluruh antara prinsip-prinsip Islam,
nilai-nilai konstitusional, dan standar hak asasi manusia yang berkeadilan dalam sistem
hukum Indonesia yang pluralistik.

Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana
transformasi dan integrasi hukum Islam berlangsung dalam sistem hukum nasional, serta
bagaimana tantangan harmonisasi antara prinsip syariah dan nilai-nilai hak asasi manusia
dapat diatasi melalui pendekatan figh kontekstual dan maqasid syariah. Dengan fokus
ini, kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan

hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Metode

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan kombinasi
tica pendekatan historis Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara
komprehensif dinamika transformasi hukum Islam di Indonesia, baik dari aspek asal-
usul historisnya, konfigurasi normatifnya dalam sistem hukum nasional, maupun
interaksinya dengan realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk
menelusuti jejak dan evolusi hukum Islam sejak masa awal kedatangannya ke Nusantara

hingga institusionalisasinya dalam berbagai bentuk kebijakan hukum nasional.
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Pendekatan ini mencakup studi terhadap sumber-sumber sejarah, kerajaan Islam awal,
serta pengaruh kolonial terhadap posisi hukum Islam di Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari kajian literatur (library research) terhadap sumber-
sumber primer berupa dokumen hukum, karya ilmiah klasik dan kontemporer tentang
hukum Islam, serta artikel jurnal nasional dan internasional. Sumber sekunder mencakup
publikasi kebijakan, fatwa MUI, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data
dilakukan secara deskriptif-analitis dan reflektif, dengan upaya sintesis antara nilai-nilai
normatif Islam dan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia. Tujuannya adalah untuk
merumuskan gagasan hukum Islam yang tidak hanya formalistik, tetapi juga fungsional

dalam menjawab tantangan sosial dan global di era modern.

Hasil dan Pembahasan
Dinamika Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Warisan Lokal Menuju Pilar
Nasional

Ketentuan Hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk orientasi
hidup dan perilaku umat Islam di Indonesia. Perjalanan sejarah dan relevansi
kontemporer hukum Islam di Indonesia mencerminkan interaksi kompleks antara adat
lokal, kerangka hukum nasional, dan dinamika praktik keagamaan. Proses ini
menunjukkan pluralisme hukum yang kaya, di mana hukum Islam atau syariah hidup
berdampingan dengan hukum adat dan warisan kolonial, serta terus beradaptasi dengan
kebutuhan dan tantangan masyarakat (Karman, 2021). Sejak awal kedatangannya ke
Nusantara, hukum Islam telah hadir dalam berbagai bentuk, baik sebagai sistem norma
sosial maupun sebagai pedoman hukum yang dijalankan masyarakat Muslim. Dalam
praktiknya, hukum Islam diterapkan secara yuridis formal yakni yang telah
dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional dan secara normatif, yaitu yang diyakini
dan dijalankan berdasarkan kesadaran keagamaan (Nizam Ubaidillah, 2012).

Islam masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi dan diterima luas oleh
masyarakat lokal melalui pendekatan damai dan akulturatif. Di berbagai wilayah seperti
Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau, dan Padang, hukum Islam tidak hanya
diakui, tetapi juga diinternalisasi ke dalam sistem adat. Integrasi ini tercermin dalam
pepatah lokal seperti "adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" (Hasbullah, 2014),
yang menunjukkan kedekatan antara norma adat dan hukum Islam. Salah satu kerajaan
awal yang menjadi pusat penyebaran Islam adalah Samudera Pasai, di mana mazhab
Syafi’i berkembang dan menjadi pijakan utama dalam praktik hukum Islam. Kerajaan

Aceh kemudian melanjutkan peran ini dengan menjadikan Islam sebagai dasar
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pemerintahan, pendidikan, dan peradaban. Kitab Siratul Mustaqim karya Nuruddin al-
Raniri dari masa ini menjadi simbol intelektualitas hukum Islam.

Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, memformulasikan hukum Islam
ke dalam kitab Salkantara,(Masyhar, 2008) sementara Mataram mulai mengadopsi
hukum Islam secara lebih sistematis di bawah Sultan Agung (M. 1. Huda & Holik, 2023).
Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati juga menempatkan hukum
Islam sebagai dasar kehidupan sosial, khususnya dalam bidang kekeluargaan
(Harkantiningsih, 2017). Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Islamisasi diperkuat melalui
tokoh-tokoh Dato’ Tallu, dan hukum Islam diterapkan dalam hukum adat lokal yang
disebut Pangngadakkang (Elmahady, 2020).

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan hukum Islam mengalami tantangan
besar (Herawati, 2017). Awalnya, VOC mengakui hukum Islam dalam perkara warisan
melalui Statuta Batavia 1642. Namun setelah VOC bubar, pemerintah kolonial Belanda
memperkenalkan teori receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku
sejauh tidak bertentangan dengan adat (Igbal, 2012). Teori ini bertujuan membatasi
pengaruh Islam dan memperkuat kontrol kolonial. Meskipun demikian, muncul juga
pendapat seperti dari Daendels yang mengakui hukum Islam sebagai hukum asli pribumi
(Hardjono, 2008).

Pasca kemerdekaan, perdebatan tentang dasar negara menghasilkan kompromi
dalam bentuk Piagam Jakarta, yang menyebutkan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluknya (Brehm, 2022). Namun karena tekanan politik, rumusan tersebut
dihapus dalam versi final UUD 1945 (Harisudin, 2015). Meski demikian, semangat
hukum Islam tetap tertanam dalam konstitusi melalui pasal 29 tentang kebebasan
beragama. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, perkembangan hukum Islam lebih
banyak disalurkan melalui regulasi sektoral seperti Undang-Undang Perkawinan (UU
No. 1 Tahun 1974), Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), dan
pengakuan terhadap peradilan agama (UU No. 7 Tahun 1989) (Malik, 2018).

Era reformasi membawa angin segar dengan adanya desentralisasi melalui
otonomi daerah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi contoh utama penerapan
syariat Islam secara komprehensif (Susanti Hasibuan, 2023). Di samping Aceh, beberapa
daerah seperti Makassar dan Garut juga berupaya merumuskan perda syariah. Materi
yang diatur mencakup pengelolaan zakat, etika sosial, busana muslimah, dan pelarangan
minuman keras serta prostitusi (Abbas, 2017 ; Astika et al., 2021). Meskipun

penerapannya masih terbatas pada aspek publik, hal ini menunjukkan bahwa hukum
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Islam tetap relevan dan dinamis dalam menghadapi konteks sosial dan politik
kontemporer.

Dengan demikian, sejarah hukum Islam di Indonesia menunjukkan proses yang
panjang dan kompleks yang bergerak dari pengaruh budaya lokal dan interaksi
perdagangan ke tahap institusionalisasi dalam  struktur hukum  nasional
pascakemerdekaan. Penegasan hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin
terlihat melalui kebijakan seperti Undang-Undang Perkawinan 1974, serta penguatan
kelembagaan seperti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelaraskan
prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan nasional, terutama di sektor keuangan dan
ekonomi (Lufaefi, 2019 ; Faisal, 2023 ; Widiyono, 2024).

Namun, integrasi ini tidak lepas dari tantangan serius. Perdebatan antara
penerapan syariah dan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait isu kesetaraan
gender dan hak waris, terus mencuat di ruang akademik dan legislasi (Mutawali, 2021 ;
Karimullah, 2022). Inilah yang menjadi celah penelitian penting (research gap) yang
ditawarkan oleh naskah ini yakni menelaah ulang posisi hukum Islam bukan hanya
sebagai warisan budaya dan keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan dinamis yang harus
bernegosiasi dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi dalam tatanan pluralistik
Indonesia.

Dengan menyoroti aspek historis dan peran kontemporer hukum Islam, naskah
ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini terlalu terfokus pada dimensi
normatif-formal. Padahal, kenyataannya hukum Islam telah dan sedang bertransformasi
melalui institusi negara dan pengaruh sosial-politik, menjadikannya bukan sekadar
produk masa lalu, melainkan salah satu fondasi masa depan hukum nasional yang
responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat majemuk (Sarib et al.,
2023 ; Rokhmad, 2021 ; Siroj et al., 2023 ; Hamzani & Idayanti, 2024). Ia berkembang
dari norma komunitas ke dalam sistem hukum negara, bertransformasi dari lokalitas
budaya menuju aktualisasi dalam kebijakan publik. Perjalanan ini membuktikan bahwa
hukum Islam bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian penting dari masa
depan konstruksi hukum nasional Indonesia.

Integrasi Hukum Islam dalam Bingkai Hukum Nasional: Kontribusi, Nilai, dan
Relevansinya

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Dalam kerangka ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber utama nilai-nilai

hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara
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inklusif (Rahmatullah, 2020). Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menghimpun nilai-nilai
luhur dari keberagaman suku, budaya, dan agama yang berkembang di Indonesia. Salah
satu sumber nilai hukum yang turut memberi kontribusi signifikan dalam pembangunan
sistem hukum nasional adalah ajaran hukum Islam (Basarah, 20106).

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan transformasi
mendalam dari praktik lokal ke dalam sistem hukum nasional. Sejak masuk melalui jalur
perdagangan dan difusi budaya, hukum Islam berkembang dalam harmoni dengan adat
setempat. Namun, pada masa kolonial, khususnya di bawah pemerintahan Belanda,
hukum Islam mengalami marginalisasi meskipun tetap bertahan di wilayah tertentu
(Lufaefi, 2019 ; Karman, 2021). Revitalisasi hukum Islam mulai menonjol setelah
kemerdekaan, terutama dengan diaturnya aspek-aspek seperti perkawinan, warisan, dan
peradilan agama dalam peraturan perundang-undangan nasional (Baehaqi, 2021 ;
Hamzani & Idayanti, 2024).

Saat ini, hukum Islam telah memperoleh pengakuan kelembagaan, khususnya di
wilayah seperti Aceh yang menerapkan syariat secara formal berdasarkan otonomi
khusus (Muhammadong, 2023). Di tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
memiliki peran penting dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan
negara, terutama dalam sektor ekonomi syariah (Widiyono, 2024 ; A. A. Fauzi &
Suryani, 2019). Prinsip Maqasid Syariah menjadi pijakan normatif yang mengedepankan
hak dasar manusia dan kemaslahatan sosial (Febrianty et al., 2023).

Namun, integrasi ini tidak tanpa hambatan. Ketegangan kerap muncul antara
norma syariah dan prinsip hukum sekuler, terutama terkait isu HAM, kesetaraan gender,
dan kebebasan beragama (Putra et al., 2023 ; Ginoni et al.,, 2021). Perdebatan dalam
hukum keluarga mencerminkan benturan interpretatif antara fikih klasik dan tradisi
lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kontekstual yang menghargai maqasid
dan pluralisme hukum Indonesia (F. Fauzi et al., 2023 ; Sidqi & Rasidin, 2023).

Kontribusi hukum Islam tidak hanya terbatas pada hukum privat, tetapi juga
mencakup kebijakan publik dan dinamika sosial-politik. Sejak era reformasi, kebangkitan
identitas Islam telah mempengaruhi tuntutan terhadap penerapan syariat di tingkat
regulasi dan politik (Munir, 2023 ; Muhammadong, 2023). Fenomena ini menimbulkan
diskursus publik tentang batasan dan legitimasi syariat dalam sistem negara Pancasila,
yang mengedepankan harmoni dan keberagaman.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional

mencerminkan interaksi yang dinamis antara nilai-nilai tradisi, modernitas, dan
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pluralisme hukum (Kamsi, 2020). Naskah ini menyoroti gap dalam literatur yang
cenderung fokus pada aspek normatif atau legalistik tanpa membahas dinamika sosial-
politik dan ekonomi yang menyertainya. Kebaruan kajian ini terletak pada pendekatan
holistik terhadap transformasi hukum Islam, serta penekanan pada peran kelembagaan,
konteks kebijakan publik, dan perdebatan kontemporer seputar keadilan, HAM, dan tata
kelola hukum di masyarakat majemuk seperti Indonesia.. Dalam kerangka ini, Pancasila
berfungsi sebagai sumber utama nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara inklusif. Sebagai ideologi terbuka,
Pancasila menghimpun nilai-nilai luhur dari keberagaman suku, budaya, dan agama yang
berkembang di Indonesia (Hamid, 2024). Salah satu sumber nilai hukum yang turut
memberi kontribusi signifikan dalam pembangunan sistem hukum nasional adalah ajaran
hukum Islam.

Hukum Islam, meskipun berasal dari salah satu agama, tidak semata-mata
dimaksudkan untuk mengatur kehidupan pemeluknya, tetapi memiliki dimensi universal
yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial (Jafar
et al., 2024). Kontribusi hukum Islam dalam membentuk karakter hukum nasional tidak
berarti menjadikan Islam sebagai dasar negara, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai
keislaman yang sejalan dengan prinsip konstitusional dan filosofi Pancasila (Kasmad,
2021). Dalam konteks ini, ajaran Islam dilihat sebagai kekayaan moral dan etika yang
menopang pengembangan hukum nasional.

Sebagai dasar filosofis, Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar seperti
keadilan sosial, musyawarah, penghormatan terhadap HAM, toleransi beragama, dan
kesejahteraan rakyat. Implementasi hukum yang dikembangkan dari Pancasila harus
sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, perumusan hukum nasional wajib
memperhatikan integrasi ideologis bangsa (persatuan dan kesatuan), demokrasi
substansial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kebebasan menjalankan
ajaran agama.

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, kebebasan beragama tidak hanya
dijamin secara formal, tetapi juga diberi ruang untuk menjalankan keyakinan secara
substantif. Hal ini tidak berarti negara menjadi teokratis, tetapi negara memberikan
petlindungan kepada warganya dalam menjalankan keyakinan agamanya, termasuk
hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan moral publik, keluarga, zakat, dan

kemaslahatan umum (K & Rohana, 2020).
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Harmonisasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum
Indonesia

Dalam diskursus hukum nasional, hubungan antara hukum Islam dan hak asasi
manusia (HAM) sering menjadi titik perdebatan yang kompleks (Sholihah et al., 2024).
Sebagian kalangan memandang keduanya sebagai entitas yang saling bertentangan,
terutama dalam isu-isu seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan hak atas
tubuh. Namun, pendekatan kontekstual dan maqasid syariah justru membuka ruang
harmonisasi antara keduanya dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Hukum Islam, dalam pemahamannya yang berbasis maqasid syariah, memiliki
tujuan utama untuk menjaga lima prinsip pokok: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-
‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Kamali, 2008). Kelima prinsip tersebut jika
dianalisis, justru sejalan dengan semangat perlindungan HAM sebagaimana tercantum
dalam konstitusi Indonesia dan dokumen internasional seperti Deklarasi Universal
HAM.

Sejarah integrasi hukum Islam di Indonesia menggambarkan transformasi dari
praktik lokal menuju kerangka hukum nasional yang kompleks. Pada masa kolonial,
hukum Islam mengalami marginalisasi oleh sistem hukum barat yang diimpor, padahal
sebelumnya telah hidup berdampingan dengan hukum adat (Karman, 2021 ; (Nasoha et
al., 2024). Pasca kemerdekaan 1945, terjadi revitalisasi hukum Islam melalui pengakuan
normatif dan institusional, seperti dalam UU Perkawinan Tahun 1974 serta pengakuan
hukum syariah di Aceh (Sarib et al., 2023 ; Mathar et al., 2022).

Misalnya, prinsip perlindungan jiwa dalam Islam (hifz al-nafs) sangat mendukung
hak atas hidup dan perlindungan terhadap kekerasan, baik domestik maupun struktural.
Dalam praktik hukum Indonesia, prinsip ini dapat ditemukan dalam perlindungan
terthadap korban kekerasan rumah tangga yang juga tercakup dalam Undang-Undang
No. 23 Tahun 2004. Di sinilah terlihat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif.

Namun, tantangan harmonisasi muncul ketika teks fikih klasik dihadapkan pada
tuntutan konstitusional yang berbasis pada HAM modern. Contohnya adalah praktik
poligami dan pembagian waris, yang menurut hukum Islam klasik bersifat tidak setara.
Dalam hukum nasional, praktik-praktik ini masih dipertahankan namun dengan berbagai
batasan administratif dan judicial review yang ketat, seperti yang tercantum dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Kharlie, 2014 ; Aksa et al., 2023).

Upaya harmonisasi juga diwujudkan melalui fatwa MUI yang lebih adaptif,

misalnya dalam isu kesehatan dan ekonomi syariah. MUI memainkan peran strategis
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dalam menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan nasional, seperti dalam isu
perbankan syariah dan penggunaan produk medis berbasis gelatin babi dalam kondisi
darurat (M. I. Huda & Holik, 2023 ; Saeed et al., 2024).

Konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kebebasan beragama
dan mengakui enam agama resmi menuntut pendekatan hukum yang tidak diskriminatif.
Mahkamah Konstitusi telah mengambil peran penting dalam menyeimbangkan prinsip
Islam dan HAM, contohnya dalam keputusan batas usia pernikahan dan pengakuan hak
anak di luar nikah.

Prospek Konstruksi Hukum Islam dalam Membangun Identitas Hukum
Nasional yang Inklusif

Pembangunan sistem hukum nasional Indonesia menghadapi tantangan yang
kompleks di tengah keberagaman masyarakat, pluralisme hukum, dan dinamika
globalisasi. Dalam konteks ini, hukum Islam bukan hanya menjadi salah satu pilar
normatif, tetapi juga berpotensi besar dalam membentuk konstruksi hukum nasional
yang inklusif, berkeadilan, dan kontekstual. Sub bab ini membahas prospek dan
kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adaptif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Sebagaimana disampaikan dalam abstrak dan pendahuluan naskah ini, hukum
Islam di Indonesia bukanlah entitas yang asing. Sejak kedatangannya, ia telah
bertransformasi melalui interaksi dengan budaya lokal, sistem kolonial, dan dinamika
negara-bangsa modern. Karakteristik ini menjadikan hukum Islam memiliki kapasitas
adaptif yang kuat, suatu keunggulan dalam membangun sistem hukum nasional yang
bersifat terbuka namun tetap memiliki akar normatif (Karman, 2021).

Dalam kerangka tersebut, hukum Islam dapat diposisikan sebagai kekuatan moral
dan sistemik dalam memperkuat hukum nasional. Prinsip-prinsip maqasid syariah yang
menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali,
2008), dapat menjadi landasan filosofis dan praktis dalam membangun hukum nasional
yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Prinsip ini juga kompatibel dengan
semangat UUD 1945 dan Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial, persatuan,
dan penghormatan terhadap keberagaman.

Secara empirik, implementasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional dapat
ditemukan dalam sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi
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bagian dari bangunan hukum nasional tanpa menimbulkan disintegrasi, bahkan
memperkuat legitimasi negara di hadapan umat Islam (Idri, 2009).

Namun demikian, tantangan utama terletak pada bagaimana konstruksi hukum
Islam dapat dihadirkan sebagai hukum yang inklusif. Artinya, hukum Islam harus
mampu merespons keragaman masyarakat, termasuk pemeluk agama lain dan kelompok
minoritas. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan ijtthad kontekstual yang
mempertimbangkan realitas sosial-politik dan nilai-nilai universal seperti keadilan,
kesetaraan, dan kemanusiaan. Konsep figh Indonesia yang pernah dikembangkan oleh
Hasbi  Ash-Shiddieqie adalah  contoh  konkret bagaimana hukum Islam
dikontekstualisasikan secara lokal dan inklusif (Makhrus, 2019).

Selain itu, konstruksi hukum Islam juga harus mengintegrasikan pendekatan
multidisipliner, termasuk filsafat hukum, sosiologi hukum, dan studi kebijakan publik.
Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga
menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu menjawab persoalan-persoalan
kontemporer seperti kemiskinan, korupsi, diskriminasi gender, dan ketimpangan akses
keadilan.

Globalisasi hukum menuntut sistem hukum nasional, termasuk hukum Islam,
untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip global seperti HAM dan tata kelola yang baik
(good governance). Dalam konteks ini, pendekatan maqasid syariah modern yang
dikembangkan oleh para pemikir seperti Jasser Auda (2008) dan Abdullah Saced (2006)
menjadi sangat relevan. Mereka menawarkan metodologi yang lebih fleksibel dan
kontekstual, yang dapat menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan dinamika
masyarakat global.

Lanskap kontemporer hukum Islam di Indonesia menunjukkan kerangka
kelembagaan yang kuat, khususnya di provinsi seperti Aceh, di mana Syariah diterapkan
secara formal. Interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional telah menciptakan
hubungan dialektis di mana kedua sistem saling memengaruhi, sehingga memberikan
struktur bagi pluralisme hukum (Komaruddin et al.,, 2024 ; Sarib et al.,, 2023). Majelis
Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam proses integrasi ini,
membantu menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan nasional, terutama di
sektor-sektor seperti perbankan dan ekonomi (Budiman, 2021).

Meskipun telah terjadi kemajuan, integrasi hukum Islam ke dalam kerangka
hukum nasional tetap menghadapi berbagai tantangan. Para akademisi dan praktisi

hukum sering kali memperdebatkan sejauh mana Syariah seharusnya memengaruhi
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hukum nasional, khususnya terkait isu-isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender

(Mutawali, 2021 ; Karimullah, 2022). Ketegangan ini menunjukkan adanya kesenjangan

riset yang signifikan dalam upaya merekonsiliasi norma-norma keagamaan dengan

standar hukum universal, yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari kalangan
akademik maupun regulator.

Secara strategis, membangun konstruksi hukum nasional yang inklusif dengan
mengarusutamakan hukum Islam memerlukan tiga prasyarat utama: pertama, komitmen
politik dan keberanian regulatif dari negara untuk memberi ruang kepada hukum Islam
yang progresif. Kedua, peningkatan literasi dan kualitas intelektual para ulama dan
akademisi hukum Islam dalam menghadirkan narasi hukum yang substansial, bukan
sekadar formalistik. Ketiga, dialog interdisipliner dan lintas iman yang intensif agar
hukum Islam dipahami secara terbuka dan partisipatif.

Kesimpulan

Hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses transformasi yang panjang dari
tataran norma keagamaan dan adat menuju bagian integral dari sistem hukum nasional
melalui regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan
peradilan agama, serta peran kelembagaan seperti Majelis Ulama Indonesia dan
penerapan syariat di Aceh. Proses integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak
hanya berfungsi sebagai warisan religius, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan
keadilan sosial yang memperkuat kerangka hukum nasional. Namun, masih terdapat
tantangan dalam mengharmonisasikan norma-norma syariah dengan prinsip-prinsip hak
asasi manusia dan nilai konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan figh
kontekstual dan maqasid syariah agar hukum Islam dapat terus beradaptasi secara
dinamis dan berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional yang inklusif,
berkeadilan, dan sesuai dengan karakter pluralistik masyarakat Indonesia.
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